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ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perdagangan
perempuan pada saat ini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tidak ada penegasan kualifikasi antara
delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Sanksi pidana dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 berupa minimal khusus dan maksimal khusus vaitu
menctapkan lamanya sanksi pidana pada masing-masing delik vang diatur.
Penctapan maksimal khusus mempunyai 3 (tiga) keuntungan vang mencolok.
yaiu: a) dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana: b)
memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan; dan c)
mclindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas
kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Sccara (eoritis ketiga aspek perlindungan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Dari perumusan hukum materiil, terlihat bahwa subyek hukum dalam tindak
pidana perdagangan orang bisa berupa individu (person) dan/atau perusahaan
(korporasi), baik sanksi pidana terhadap pengurus maupun sanksi admimstratif
terhadap badan usaha (korporasi) yang dinyatakan pengadilan terbukti bersifat
melawan hukum, yang merupakan unsur pokok terjadinya sebuah tindak pidana.
Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perdagangan
perempuan yang akan datang. Baik dari sisi jenis pidana, sanksi dan lama
pemidanaan dan ancaman pidana yang dapat dikenakan, secara materiil masih
relevan untuk diteruskan, konsep efek jera (deterent effect) yang dikonstruksikan
scharusnya lIcbih ditingkatkan. Konsep ancaman pemidanaan yang dibangun
scbatknya tidak hanya menggunakan sistem kumulatif, artinya hakim sebagai
penegak hukum akhir di pengadilan masih memiliki kewenangan yang leluasa
untuk melebihkan atau mengurangi sanksi pidana sebagaimana diamanahkan oleh

undang-undang. Hal ini scbagaimana berlaku pula di Singapura yang menganut
common law system.
Kaw kunci: - Kebijakan hukum, Perlindungan hukum dan Human T rafficking
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